PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT

SURABAYA

Nevo 37
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
MOMDRE 16 TARUNM 1931
TENTAME
PERUBAHAN KEDUA PERATURAMN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA MNOMOR 1 TAHUN 1563 TENTANG
CARA MENJALAMEAN PENAGIHAN FAJAK/RETRIBUSI
DAERAH DENGAN SURAT PAKEA
DENGAN FAHMAT TUHAMN YANS MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT I1 SURABAYA
Menimbang : bahwa delam rengkas intensifikazi dan  ekstensi-
fikasi pemasukan pajak/retribusi Daesrah, serta
aguna  meningkatikan kesadaran  Dara waliib  pagek/
retribusi  dalam memenuhi kewajiban pembavar an
pajakSretribusinya, maka berdasarkan Feputusan
Gubernur KEzpala Dasrah Tinghkat I Jawsa Timur Nomor
255 tahun 1987 tertang Biavz Fernagitan FPajak/
Fetribusi Daen di Jawa Timuar, dipandang perlu
ik k meretaphkan  penyesuaian  tarip penagibian
pajak/retryibusi Daersh di Fotemadya Dasrah Tinghkat
IT Burabava dengen menuwangkannya  dalam suatu
Feraturarn Daerah.
fengingat : 1. Undang Undang Nomoe 8 tahun 1974 tentang  Fakok
Fokolk Femerintahan di Daerabs
2o Uncang Undang Momor 16 tahun 1950 tentang Fem

berntubkan  Deerah  Fota Besar Dalam  Lingkungan

Propinsi

Jawa Timur /Jawa Tengah/ /Jawa Barat dan

Daerahb Istimewa Yogyakarta Juncto Undang Undang

Momor 2 tabun 1965;

£

-~ Undamng Undang MNomor 11 Drt. tahun 1957
Feraturan Umum Faiak Daerahs

4. Undarng Undang Nomor 12 Drt. tahun 1957
Feraturarn Umum Fetribusi Daerah Juncto
Undang MNouror 1 Tahun 13961

S Undarng Undang  Nomor 1% tahun 1?53
Pernzgihan Fajak Negara dengan Surat Fa

6. Feputusan Gubesrnur Kepala Dasrah Tingkat

Timur MNomor 255 tahun 1987 tanggal 3

tentang

tentang
tndang -

tuﬁfﬁﬁﬂ

I Jawa
Agustus

1987 tentang Biava penagihan  Padak/Fetribusi

Dagrah di Jawa Timur 3



7. Daer ah Fotamadysa Dasrah Tingkat I1

yva Nomor 1o tahurn 1369 tentang Cara Menja—

lankan Fenagihan Fadak/Retribusi Dagrah  Dengan

Surat Fakss Jo.o  Peratuwran  Daeasran dotamadya

Daerah Tingkat IT Surabaya Nomor 12 btabun 1878

8. Peraturamn Daeranh Fotamadya Daereh  Tingkat I1

Sur abva MNomor 14 Tahurn 1389 tentang  Susunan

Orgamnisasi dan Tabta Kerja Dinas Fendszspatan Dae
rah Kotamadya Daerah Tingket I Surabayas.

lengan persetujuan Dewan Ferwakilan Rakyat Dasrah Kotamadya Dae
rah Tingkat II Surabaya.

MEMUTUSKAN

fenetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA TENTANG FPERUBAHAN KEDUA FPERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 1 TAHUN
1963 TENTANG CARA MENJALANKAN PENAGIHAN PAJAK/
RETRIBUSI DRERAH DENGAN SURAT PAKSA.

Fasal I

Feraturan Dasrah Fotamadya Dagrah  Tingkat I1
Surabaya RNomor 1 tahun 1963 tentang Cara menjalan

an penagiban Fajak/ Retribusi Daerah Derngan  Surat
Paksa, diundanghkan dalam Lembaran Dasrah Kotamadya
Dasrah Tingkat II Surabaya tabhun 12373, tangaal 12
Agustus 1375 Seri D! Momor la diubah  dengan
Feraturan Daerah Kotamadyas Daerah Tinghkat 11
Surabaya Nomor 12 tahun 1378 dam telah disahkan
dengar Keputusan Gubernur Kepala Dasrah Tingkat 1
Jawa Timur tamgoal 13 Mopember 1978 No: HK/433/78,
dan diundangkan dalam Lembaran Daesrah Kotamadya
Daerah Tingkat II SBurabaya tahun 1375 Seri R
tanggal 26 Pehruari 1979 Nomor Z/H, diubab
lagi sebagai beribkut s

A. Fasal diubah dan harus dibaca @

1. Pemerintah Daesrah, adalah Femsrintabh Kota
mattya Daevah Tingkat II Surabaya ;

<. Damrah, adalah kKotamadya Dasrah Tingkat I
Surabaya

Z. Eepala Daerah, adalah Walikobtamadya KNenala
Daerah Tingkat 11 Surabaya
4. Dinas Fendagatan Dasrah, adal ah Dinas

Ferndapatarn Dasrah Kotamadya Dasgrah Tinghkat
IT Surabavya 3



.

%. Pernangoung Fajak/Retribusi, adelah seorang
o yang  bertangoung  JawaDd atas
pembayaran majak/retribusi

atauw

£, Felaksana, adalah pejabat yvang ditunjubk oleh
Kepala Dasrah untuk melaksanabkan Surat Faksag

H t vano cditurniuk aleb
wasa Fepala Dasrah untuk nmelakss—
retr i dengan Surat Faksa

8. Jurat Faksa, adalah surat penagihan pajak/

retribusl  yang berkepela kata—kata "Atas
Namz Keadailan” serta yang sesEmrat nama
nenangoung  padak/reteibusi yvang mempunyai
rekuwatan hukum sama dergan grose (aslid
keputusan  hakim dalam perkaera  perdata dan
tidak dapat dimirntakan banding kepada hakim
vang lebih atas.

Setelab pasal 1 ditambah pasal baruw yaitu pasal
1A, pasal IB darn pasal 12 dan  harus dibaca :
Pazal 14

Jumlah batas hutang pajak/retribusi daerah yang
gapat ditagih derngan surat paksa  darn beays
Fernagihan pajak/Retribusi Daerah dengan Surat
Paksa, Penyitaan dan Felelangan Barang semen-—
tara karm dalam Lamnosiran Feraturan Daerah
irni.

Fasal i

Biaya pernagihan Pajak/Retribusi Daerah dengan
surat paksa dimaksud dalam pasal 14 Feraturan
Dagrah ini  dibebankan pada genungoak, yang
pelaksarnaan  pemungutan dan Ccara  penggunaannya
diatur

a. Hiaya pembuatan surat peringatan, surat
tegovan dan surat paksa serta perhbiturngan
biaya iklan ( sepanjang telah dimasukkan

dalam Anggaran Pendapatan dan Belamja Daerah
Fotamadya Daerali Tingkat II Surabaya? di
setorkan ke Kas Daerah melalui  Bendahar awan

Fhusus Fenerima Dinas Fendapatan Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat IT Burabaya

b. Biaya penyvampaian surat, pembuatan salinman

sur at paksa, berita acars dan ongkos Jalan
Juryw sita diterimakan langsung kepada yanyg

bersangkutan;
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Dagr ah
lagi semua

imi, di

berlaku ketentuan

yanyg pernah ada sepanjang bertentangan dengan
peraturan daerah inij

(2) Feraturan Daerah

undangkan.

Agar
tahuinya,
an Daerah ini
Lembaran Daerah
IT Surabaya.

Supa

DEWAN FERUWAKILAN RAKYAT DAE 2 S
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURARAYA
K et ua,

ttd

SOENJOTO, BA.

memer intahkan pengundangan
derngan

ini berlaku pada tangoal di

ya setiap crang dapat menge-
Peratur
dalam

Tingkat

renempat annya
ketamadya Daerah

Surabaya, 24 Agustus 1931.

WALIKOTAMADYA KEPALA DARERAH
TINGKAT II SURARAYA

ttd

dr. H. POERNOMO KASIDI



Disahkarn dengan FKeputusan Gubernur Kepsla Dasr ah
Tingkat I Jawa Timur tanggal 3 Januwari 1992 Nomor $/7F 1332,
A.n. GUBERNUR HERPALS DAERAH TINGKAT I

Aoisten

Diundangkan dalam

Tingkat II Surabaya tahun 1932 Seri E tanagal

Nomor 2/B.

Na.n.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sakﬁgﬁalgs Keotamadya/Daer ah

: Eﬁbﬁlghﬁfﬁtvll Bur abaya
&

enata
TNARS S10 023
L e i

JaWa TIMUR
I Sekretaris Wilayah/Daerabh
(Bidang Femer intahan)

ttd
Drs. S OEDJIITO
Fembina Utama Muda
Nip. 010 016 467
Lembaran Daerah Kotamadya Daerah
27 Januari 1932

WAL IEGTAMADYA KERALA DAERAH
TINGEAT II SURABAYA
Sekretaris Kotamadya/Dasr ah

ttd
Drs. WA RDJI 1

Fembina Tk.I
Mip. 510 015 644




LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR : 16 TAHUN 1991
TANGGAL : 24 AGUSTUS 1991

JUMLAH BATAS HUTANG PAJAK/RETRIBUSI DAERAH,
BIAYA PENAGIHAN, PENYITAAN DAN PELELANGAN
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Nomor Jenis Biaya Penagilian Jumlah Biaya

I. Jumlah batas hutang pajak/retribusi Rp. 5.000,00
daerah yang dapat ditagih dengan
surat paksa

II. Biaya Penagihan : Rp. 250,00
a. Peringatan Rp. 250,00
b. Tegoran Rp. 450,00
c. Pembuatan Surat Paksa Rp. 450,00
d. Penyampaian resmi Surat Paksa Rp. 450,00
e. Pembuatan salinan Surat Paksa Rp. 450,00
f. Pembuatan Berita Acara Rp. 400,00
g€. Ongkos jalan juru sita pulang pergi| Rp. 1.000,00
III. Biaya Penyitaan
a, Penyitaan Rp. 2.500,00
b. Pembuatan Berita Acara Rp. 400,00
c. Ongkos jalan Jjuru sita pulang pergi| Rp. 1.000,00
d. Honorarium 2 (dua) saksi Rp. 1.000,00
Iv. Pelelangan Rp. 5.000,00
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TINGKAT II SURABAYA
Ketua,
ttd ttd
SOENJOTO, BA dr. H. POERNOMO KASIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekpeba Kotamadya/Daerah
nﬁ? II Surabaya

nata

QWA“/SIO 029 293



II.

PENJELASAN
AT AS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 11 SURARAYA
NOMOR 16 TAHUN 1331

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA PERATURGN DAERGHKOTAMADYA DAERAH
TINGKAT 11 SURABAYA NOMOR 1 TAHUN 1363 TENTANG
CARA MENJALANKAN PENAGIHAN PAJAK/RETRIBUSI
DAERAH DENGAN BURAT FPAKSA

PENJELASAN LIMUIM »

Bahwa ketentuan besarnya tavip sebagaimana  tersebut
dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat I1  Surabaya
Nomor 1 Tabhun 196% juncto Feraturan Daerah Nomor 12 Tahum
1978 sudah tidak sesuai lagi, maka perlu diadakan perubahan,
sebagaimana Surat Sdaran Gubernur Yepala Daerah  Tingkat I
Jawa Timur tanggal 20 Agustus 1380 Nomor  374/73806/012/1530
Juncto Keputusan Gubernur kKepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
Nomor 258 Tahun 1927 tentang Eiaya Penagihan  Fajak/Fetribusi
Daerah di Jawa Timur, dengen menuangkan perubahan  dimaksud
dalam suatu Peraturan Daerah.

Dengan ditetapkan Feraturan Daerah ini  dinyatakan

tidak berlaku lapi semua ketentuan—ketentuan yarng pernah  ada
sepanjang bertentsngan dengan Feraturan Daevab ini.

PENJEL ASAN FASAL DEMI FASAL

Pasal I huruf B Fasal 1R

Yang dimaksud penunggak  pajak/
retribusi ialah penanggung
pajak/retribusi yang terhutang.

Pasal 1I1I

cukup Jelas.




